
GUBERNUR PAPUA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR  72  TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 3 (tiga).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk

mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait

pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar

pelayanan minimal; dan belanja daerah berpedoman pada

standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman

pada standar harga satuan regional, analisi standar belanja

dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam rangka memberikan arahan sebagai pedoman

bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan,

maka perlu disusun standar harga satuan di lingkungan

Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Papua tentang Standar Harga Satuan

Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3533);

3. Undang-Undang ........./2
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan ......../3
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua

Barat;

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun

2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pengawai Negeri

Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah

Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA

SATUAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN



2021.

BAB ........./4
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.

3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ialah Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat

PPPK ialah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Papua.

8. Standar Harga Satuan, yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga

satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat

kemahalan regional.

9. Analisi Standar Belanja, yang selanjutnya disingakat ASB adalah penilaian

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melakukan

suatu kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) SHS Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 merupakan

pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun

Anggaran 2021.

(2) SHS Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021, terdiri dari :

a. SHS barang dan jasa;

b. SHS honorarium, tenaga ahli, panitia, konsultan dan lainnya sejenis;

dan

c. SHS perjalanan dinas.

(3) SHS Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 3



SHS Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 merupakan :

a. harga tertinggi sudah termasuk pajak, inflasi, profit dan dapat dinegoisasi

kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi

Pemerintah Daerah;

b. harga yang berlaku pada franco ibukota Provinsi; dan

c. harga yang berlaku pada franco diluar ibukota Provinsi, dapat menyesuaikan

dengan biaya transportasi tambahan sesuai dengan aksesibilitas lokasi

pekerjaan.

Pasal ......../5
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Pasal 4

SHS Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 merupakan batas

tertinggi untuk pelaksanaan anggaran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di  Jayapura

pada tanggal 25 November 2020

GUBERNUR PAPUA,

CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 26 November 2020

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

FRED E. WANGGAI, SH., MH

NIP. 19770424 200502 1 004


